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BAB I 
OJK DAN PENGAWASAN 

MIKROPRUDENSIAL 
 

A. Sejarah Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan 

1. Peralihan Pengaturan dan Pengawasan Industri 

Jasa Keuangan 

Sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dipersyaratkan 

pembentukan suatu lembaga pengawasan sektor jasa 

keuangan yang baru dan independen yang dibentuk 

dengan Undang-Undang. Sebagai perwujudan pasal 

tersebut, dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

melalui Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang 

Otoritas Jasa Keuangan. 

 

Dengan terbentuknya otoritas pengawasan baru yang 

bernama Otoritas Jasa Keuangan, maka   pengaturan 

dan pengawasan di sektor jasa keuangan mengalami 

perubahan yang sangat fundamental. Pengaturan dan 

pengawasan industri jasa keuangan non-bank dan pasar 

modal yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), 

semenjak 31 Desember 2012 beralih dan dilaksanakan 

oleh OJK. Sementara itu, pengaturan dan pengawasan 

industri perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank 

Indonesia, sejak 31 Desember 2013 juga beralih dan 

dilaksanakan oleh OJK. Kemudian berdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan 

Mikro pasal 28, pengaturan dan pengawasan Lembaga 

Keuangan Mikro dilakukan oleh OJK terhitung dua tahun 

sejak Undang- Undang tersebut diundangkan yaitu mulai 
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tahun 2015. 

 

Dengan demikian, OJK merupakan satu-satunya otoritas 

pengaturan dan   pengawasan   industri  jasa keuangan 

yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh 

lembaga jasa keuangan formal di Indonesia. Pengaturan 

dan pengawasan industri jasa keuangan tersebut 

meliputi sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, 

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan Lainnya. 

 

2. Latar Belakang Berdirinya OJK 

OJK yang telah mendapat mandat oleh undang-undang 

untuk melakukan peran pengaturan dan pengawasan 

industri jasa keuangan, didirikan dengan berbagai 

macam latar belakang.  

a. Konglomerasi Bisnis 

b. Hybrid Products 

c. Arbitrase Peraturan 

d. Koordinasi Lintas Sektoral 

e. Perlindungan Konsumen 
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3. Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK 

Tujuan Pembentukan OJK sesuai Pasal 4 Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa 

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan 

di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara 

teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu 

mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara 

berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi 

kepentingan konsumen maupun masyarakat. Pasal ini 

memper- jelas tujuan dibentuknya OJK yang tidak hanya 

melakukan pengawasan prudential (kehati-hatian) bagi 

semua lembaga jasa keuangan di Indonesia, melainkan 

juga melakukan pengawasan market conduct sebagai 

upaya perlindungan konsumen bagi pengguna produk dan 

jasa keuangan. 

 

Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan 

dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan 

kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 

Sementara berdasarkan pasal 6 Undang-Undang 

tersebut, tugas utama OJK adalah melakukan penga- 

turan dan pengawasan terhadap: 

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; 

2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan 

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuran- sian, 

Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga 

Jasa Keuangan lainnya. 

 

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai 

berikut: 

1. Pengaturan dan pengawasan sektor perbankan 

yang meliputi: 

a. Pengaturan dan pengawasan mengenai 
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kelembagaan bank 

b. Pengaturan dan pengawasan mengenai 

kesehatan bank  

c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek 

kehati-hatian bank,  

d. Pemeriksaan bank. 

 

2. Pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, 

Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, 

Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa 

Keuangan Lainnya): 

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-

undang OJK; 

b. Menetapkan peraturan perundang-undangan 

di sektor jasa keuangan; 

c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK; 

d. Menetapkan peraturan mengenai 

pengawasan di sektor jasa keuangan; 

e. Menetapkan kebijakan mengenai 

pelaksanaan tugas OJK; 

f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara 

penetapan perintah tertulis terhadap 

Lembaga Jasa Keuangan dan pihak 

tertentu; 

g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara 

penetapan pengelola statuter pada lembaga 

jasa keuangan; 

h. Menetapkan struktur organisasi dan 

infrastruktur, serta mengelola, memelihara, 

dan menatausahakan kekayaan dan 

kewajiban; dan 

i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara 

pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di sektor 
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jasa keuangan. 

 

3. Pengawasan di sektor jasa keuangan (Perbankan, 

Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga 

Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya)  

a. Menetapkan kebijakan operasional 

pengawasan terhadap kegiatan jasa 

keuangan; 

b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan 

yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif; 

c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, 

penyidikan, perlindungan konsumen dan 

tindakan lain terhadap lembaga jasa 

keuangan, pelaku, dan/ atau penunjang 

kegiatan jasa keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam peraturan perundang-

undangan di sektor jasa keuangan; 

d. Memberikan perintah tertulis kepada 

lembaga jasa keuangan dan/ atau pihak 

tertentu; 

e. Melakukan penunjukan pengelola statuter; 

f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter; 

g. Menetapkan sanksi administratif terhadap 

pihak yang melakukan pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan di 

sektor jasa keuangan; 

h. Memberikan dan/ atau mencabut: izin 

usaha, izin orang perseorangan, efektifnya 

pernyataan pendaftaran, surat tanda 

terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan 

usaha, pengesahan, persetujuan atau 

penetapan pembubaran dan penetapan lain, 

sebagaimana dimaksud dalam perundang-

undangan di sektor jasa keuangan. 
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B. Pengawasan Sistem  Keuangan 

1. Pengawasan Sistem Keuangan Secara Umum 

Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan di 

suatu negara terdapat beberapa lembaga negara ataupun 

kementerian yang memiliki fungsi dan tugas untuk 

melakukan pengawasan sistem keuangan secara 

keseluruhan. Secara umum, terdapat tiga pilar 

pengawasan sistem keuangan yang ada di suatu negara 

dan hal ini terlihat pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 1. Gambaran Tiga Pengawasan  Sistem 

 

1. Kementerian Keuangan sebagai otoritas fiskal 

(pajak), dalam hal ini memiliki kewenangan untuk 

membuat kebijakan dan pengaturan di bidang fiskal. 

2. Bank sentral sebagai otoritas moneter, dalam hal 

ini memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan 

dan pengaturan di bidang moneter khususnya yang 

terkait dengan nilai tukar dan inflasi. 

3. Otoritas stabilitas sistem keuangan, dalam hal ini 
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memiliki kewenangan untuk melakukan penga- 

turan dan pengawasan makroprudensial dan 

mikroprudensial terhadap lembaga jasa keuangan. 

Dalam hal ini, pengaturan dan pengawasan yang 

terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat 

dilakukan oleh bank sentral secara individu maupun 

bersama-sama dengan otoritas sistem keuangan 

lainnya. 

 

Praktik dari suatu negara ke negara lain tidak selalu 

sama, mengingat masing-masing negara memiliki 

karakteristik dan budaya yang berbeda sehingga lembaga 

atau otoritas yang melakukan fungsi pengawasan sistem 

keuangan dapat berbeda satu sama lain. Namun 

demikian, pengawasan sistem keuangan secara umum 

dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Bank Sentral, 

dan otoritas  lainnya. Otoritas lainnya dapat terdiri dari 

otoritas pengawasan yang khusus mengawasi industri 

keuangan secara sektoral seperti pasar modal, 

perbankan, asuransi, dan sebagainya. India misalnya, 

memiliki beberapa regulator untuk setiap industri 

keuangan yaitu Securities and Exchange Board of India 

(SEBI) untuk industri pasar modal, Reserve Bank of India 

(RBI) untuk industri perbankan, Insurance Regulatory 

Authority of India (IRDA) untuk industri asuransi, 

Pension Fund Regulatory and Development Authority 

(PFRDA) untuk industri dana pensiun, serta National 

Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) 

mengawasi regional rural bank dan bank koperasi. 

 

Di beberapa negara lainnya, otoritas pengawasan sistem 

keuangan dilakukan oleh dua atau tiga otoritas saja. 

Misalnya Australia dalam mengatur dan menga- wasi 

sistem keuangan dilakukan oleh Australian Securities and 

Investment Commission (ASIC), Australian Prudential 
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Regulatory Authority (APRA), Bank Sentral Australia, dan 

Australian Treasury. ASIC bertugas untuk mengawasi 

pasar saham (securities market) dan jasa keuangan (financial 

services providers) sementara APRA merupakan institusi 

yang mengawasi dan sebagai regulator lembaga keuangan 

non bank yang meliputi asuransi dan dana pensiun. Bank 

Sentral Australia bertanggung jawab terhadap kebijakan 

moneter dan perdagan- gan luar negeri serta stabilitas 

sistem keuangan. 

 

Contoh lainnya, di Korea Selatan, Financial Supervisory 

Service (FSS) melaku- kan pengawasan atas seluruh 

sektor jasa keuangan, sementara di Malaysia pengawasan 

industri perbankan dan asuransi dilakukan oleh Bank 

Negara Malaysia, sementara sektor pasar modal diawasi 

oleh Securities Commision Malaysia (SC). 

 

2. Pengawasan Sistem Keuangan di  Indonesia 

Pengawasan sistem keuangan di Indonesia tidak jauh 

berbeda dengan praktik yang dilakukan oleh negara-

negara lain. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan, Bank 

Indonesia, dan OJK memiliki peranan yang besar dalam 

menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai 

otoritas fiskal di Indonesia memiliki kewenangan untuk 

membuat kebijakan fiskal yang memiliki dampak 

langsung terhadap sistem keuangan di Indonesia. Bank 

Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia 

memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga 

kestabilan sistem moneter yang sangat berpengaruh 

terhadap kinerja lembaga jasa keuangan di Indonesia. 

OJK memiliki peran dan kewenangan untuk mengatur 

dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan yang 

beroperasi di Indonesia. 
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Gambar 2. Pengawasan Sistem Keuangan di Indonesia 

 

3. Pengawasan Makroprudensial  vs  

Mikroprudensial 

Dalam praktiknya, pengawasan makroprudensial berbeda 

dengan pengawasan mikroprudensial walaupun objek yang 

dijadikan pengawasan adalah sama yaitu lembaga jasa 

keuangan. Perbedaan ini disebabkan adanya kebutuhan 

informasi yang berbeda dari beberapa otoritas 

pengawasan sehingga masing-masing memiliki strategi, 

teknik, dan pendekatan pengawasan yang berbeda dalam 

rangka mendapatkan informasi kinerja keuangan. 
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Gambar 3. Pengawasan Makroprudensial dan 

Mikroprudensial 

 

Pada Gambar 3 di atas dapat dilihat bahwa pengawasan 

makroprudensial lebih mengacu pada stabilitas sistem 

keuangan secara menyeluruh terhadap industri jasa 

keuangan. Dalam melakukan pengawasan 

makroprudensial, pengawasan terhadap lembaga jasa 

keuangan tidak dilakukan secara individu namun 

dilakukan secara agregat. Di samping itu, pengawasan 

makroprudensial tidak mengawasi lembaga jasa 

keuangan atau industri jasa keuangan secara “an sich” 

semata, melainkan dikaitkan dengan variabel-variabel 

makroekonomi ataupun variabel-variabel moneter. 

 

Pengawasan mikroprudensial lebih fokus pada kinerja 

individu lembaga jasa keuangan termasuk 

konglomerasinya, apakah setiap individu lembaga jasa 

keuangan dan/ atau konglomerasinya sudah sehat, 

stabil, dan memiliki kinerja yang bagus. Dalam hal ini, 

pengawasan mikroprudensial memiliki peran yang 

penting bagi setiap individu lembaga jasa keuangan 

mengingat kelangsungan usaha setiap lembaga jasa 

keuangan harus dipantau secara terus-menerus dan 

sistematis. Kewajiban bagi setiap lembaga jasa keuangan 

adalah untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan 
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masing-masing agar secara keseluruhan atau agregat 

dapat mendukung terciptanya stabilitas sistem 

keuangan. 

 

Dengan demikian, hubungan antara pengawasan 

makroprudensial dan mikro- prudensial sangat erat serta 

saling berhubungan satu sama lainnya. Apabila individu-

individu lembaga jasa keuangan mengalami 

permasalahan dalam kinerjanya, maka secara agregat 

akan mempengaruhi sistem keuangan secara 

keseluruhan dan dapat mengganggu kestabilan sistem 

keuangan. Begitu juga sebaliknya, pengawasan 

makroprudensial yang difokuskan pada kinerja agregat 

lembaga jasa keuangan harus mempertimbangkan aspek-

aspek mikroprudensial agar pengawasan 

makroprudensial tidak berseberangan dengan 

pengawasan mikroprudensial. 

 

C. Pengawasan Mikropridensial OJK 

Tugas pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 

dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian 

Keuangan ke OJK pada 31 Desember 2012, sedangkan 

pengawasan perbankan tetap ada di Bank Indonesia. 

Selanjutnya tugas pengawasan di sektor perbankan 

beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 

2013. Sementara pengawasan Lembaga Keuangan Mikro 

(LKM) mulai dilakukan oleh OJK pada tahun 2015. 

Dengan demikian OJK menjadi satu-satunya lembaga 

negara yang melakukan fungsi pengawasan terhadap 

seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi di 

Indonesia. 

 

Dengan berdirinya OJK sebagai satu-satunya lembaga 

negara yang menga- wasi seluruh industri jasa keuangan 

di Indonesia, tidak berarti bahwa peran pengawasan 
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terhadap sistem keuangan di Indonesia hanya dilakukan 

oleh OJK saja. Kementerian Keuangan tetap memiliki 

kewenangan kebijakan fiskal yang memiliki pengaruh 

terhadap industri jasa keuangan. Bank Indonesia yang 

tidak lagi melakukan pengawasan terhadap industri 

perbankan, tetapi memiliki kewenangan pengawasan 

secara terbatas terhadap industri perbankan terkait 

dengan kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan 

makroprudensial. Dengan demikian, pengawasan yang 

dilakukan oleh OJK terhadap seluruh industri jasa 

keuangan di Indonesia merupakan pengawasan yang 

bersifat mikroprudensial. 

 

1. Perlunya Pengawasan Mikroprudensial di 

Indonesia 

Pengawasan mikroprudensial terhadap seluruh sektor 

jasa keuangan di Indonesia sangat diperlukan untuk 

menjamin tingkat kesehatan masing-masing individu 

lembaga jasa keuangan sekaligus untuk melindungi 

kepentingan konsumen pengguna jasa keuangan. Dengan 

demikian, fungsi pengawasan mikroprudensial yang 

dilakukan oleh OJK terdiri dari: 

1. Pengaturan terhadap seluruh industri jasa  

keuangan; 

2. Pengawasan terhadap seluruh industri jasa      

keuangan; dan 

3. Perlindungan konsumen di sektor jasa  keuangan 

 

Pengaturan mikroprudensial terhadap seluruh industri 

jasa keuangan dilakukan oleh OJK untuk memastikan 

bahwa dari sisi kelembagaan, proses bisnis, governance, 

permodalan, likuiditas, maupun sistem pelaporan telah 

diatur secara lengkap dan menyeluruh. Pengaturan 

mikroprudensial ini diperlukan sebagai pedoman bagi 

setiap lembaga jasa keuangan untuk melakukan kegiatan 



 

| 15  

usahanya di Indonesia. Di sisi lain pengaturan 

mikroprudensial ini sangat penting untuk menjamin 

bahwa pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan di 

Indonesia memiliki standar yang sama dengan 

pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan yang 

dilakukan oleh negara-negara lain. Dengan demikian, 

pengaturan mikroprudensial yang dilakukan OJK harus 

mengacu pada international best practices. Sebagai 

contoh, pengaturan sektor perbankan akan mengacu 

pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Basel Committee 

on Banking Supervision, ketentuan asuransi akan 

mengacu pada International Association of Insurance 

Supervisors (IAIS), ketentuan pasar modal akan 

mengacu pada International Organization of Securities 

Commissions (IOSCO), dan ketentuan industri jasa 

keuangan syariah akan mengacu pada Islamic Financial 

Services Board (IFSB). 

 

Pengawasan mikroprudensial dilakukan secara 

menyeluruh terhadap kelem- bagaan, proses bisnis, 

governance, permodalan, likuiditas maupun sistem 

pelaporan untuk setiap lembaga jasa keuangan. 

Pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan secara 

langsung (on-site supervision) dengan mendatangi 

lembaga jasa keuangan maupun dilakukan secara off-

site. Perlunya pengawa- san on-site dan off-site tersebut 

adalah untuk melihat dan memonitor secara langsung 

kinerja setiap lembaga jasa keuangan apakah sudah 

sesuai dan patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan 

oleh OJK. Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan 

secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa 

tingkat kesehatan suatu lembaga jasa keuangan dapat 

termonitor, manajemen risikonya berjalan dengan baik, 

dan kepentingan konsumen terlindungi. 
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2. Aspek-Aspek Pengawasan Mikroprudensial 

yang dilakukan Oleh OJK 

OJK yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan 

terhadap seluruh industri jasa keuangan yang beroperasi 

di Indonesia memiliki tugas utama sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 

sebagaimana telah diulas pada Bab 2 mengenai Fungsi, 

Tugas, dan Wewenang OJK. Khusus untuk sektor 

perban- kan, Pasal 7 juga mengatur mengenai 

pengawasan mikroprudensial atas sektor tersebut di mana 

pada penjelasan pada Pasal 7 disebutkan bahwa 

pengaturan mikroprudensial meliputi pengaturan dan 

pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, kehati-

hatian, dan pemeriksaan bank. Sementara itu, tugas dan 

wewenang pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh 

OJK di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non 

Bank diatur dalam undang-undang dan peraturan 

terpisah. 

 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang 

Pasar Modal (UUPM) menyebutkan bahwa dalam 

melaksanakan tugas pembinaan, pengaturan dan 

pengawasan kegiatan pasar modal guna mewujudkan 

terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan 

efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan 

masyarakat, Bapepam memiliki kewenangan untuk: 

1. Memberi: 

a. Izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga 

Kliring dan Penjaminan, Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa 

Dana, Perusa- haan Efek, Penasihat 

Investasi, dan Biro Administrasi Efek; 

b. Izin orang perseorangan bagi Wakil 

Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara 
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Pedagang Efek, dan Wakil Manajer 

Investasi; dan 

c. Persetujuan bagi Bank Kustodian; 

2. Mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang 

Pasar Modal dan Wali Amanat; 

3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan 

dan memberhentikan untuk sementara waktu 

komisaris dan atau direktur serta menunjuk 

manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga 

Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan 

dipilihnya komisaris dan atau direktur yang 

baru; 

4. Menetapkan persyaratan dan tata cara 

Pernyataan Pendaftaran serta menyatakan, 

menunda, atau membatalkan efektifnya 

Pernyataan Pendaftaran; 

5. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan 

terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa 

yang diduga merupakan pelanggaran terhadap 

Undang-undang ini dan atau peraturan 

pelaksanaannya; 

6. Mewajibkan setiap pihak untuk: 

a. Menghentikan atau memperbaiki iklan 

atau promosi yang berhubungan dengan 

kegiatan di Pasar Modal; atau 

b. Mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mengatasi akibat yang 

timbul dari iklan atau promosi dimaksud; 

 

7. Melakukan pemeriksaan terhadap: 

a. Setiap Emiten atau Perusahaan Publik 

yang telah atau diwajibkan menyampaikan 

Pernyataan Pendaftaran kepada 

Bapepam; atau 
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b. Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin 

usaha, izin orang perse- orangan, 

persetujuan, atau pendaftaran profesi 

berdasarkan Undang-undang ini; 

 

8. Menunjuk Pihak lain untuk melakukan 

pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan 

wewenang Bapepam; 

9. Mengumumkan hasil pemeriksaan; 

10. Membekukan atau membatalkan pencatatan 

suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan 

Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka 

waktu tertentu guna melindungi kepentingan 

pemodal; 

11. Menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek 

untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan 

darurat; 

12. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak 

yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, 

Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian serta

 memberikan keputusan membatalkan atau 

menguatkan pengenaan sanksi dimaksud; 

13. Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, 

pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta 

biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal; 

14. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk 

mencegah kerugian masyar- akat sebagai akibat 

pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar 

Modal; 

15. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat 

teknis atas Undang-un- dang ini atau peraturan 

pelaksanaannya; 

16. Menetapkan instrumen lain sebagai Efek selain 

yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 
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UUPM; dan 

17. Melakukan hal-hal lain yang diberikan 

berdasarkan Undang-undang ini. 

 

Di sektor perasuransian, kewenangan OJK diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 

tentang Perasuransian Pasal 60 sehingga 

cakupannya adalah sebagai berikut: 

1. Menyetujui atau menolak memberikan izin 

Usaha Perasuransian; 

2. Mencabut izin Usaha Perasuransian; 

3. Menyetujui atau menolak   memberikan   

pernyataan   pendaftaran bagi konsultan 

aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak 

lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan 

Perasuransian; 

4. Membatalkan pernyataan pendaftaran bagi 

konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau 

pihak lain yang memberikan jasa kepada 

Perusahaan Perasuransian; 

5. Mewajibkan Perusahaan Perasuransian 

menyampaikan laporan secara berkala; 

6. Melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan 

Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau 

pernah menjadi pihak terafiliasi atau 

memberikan jasa kepada Perusahaan 

Perasuransian; 

7. Menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan 

Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi 

Syariah; 

8. Menyetujui atau mencabut persetujuan suatu 

Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan 

Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi 
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Syariah; 

9. Mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi 

Pengendali dari Perusahaan Asuransi, 

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan 

Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi 

Syariah; 

10. Melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan 

terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang 

setara dengan direksi dan dewan komisaris pada 

badan hukum berbentuk koperasi atau usaha 

bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (l) huruf c, Dewan Pengawas Syariah, 

aktuaris perusahaan, auditor internal, dan 

Pengendali; 

11. Menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang 

setara dengan direksi dan dewan komisaris pada 

badan hukum berbentuk koperasi atau usaha 

bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf c, dan/ atau dewan pengawas 

syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter; 

12. Memberi perintah tertulis kepada: 

a. Pihak tertentu untuk membuat laporan 

mengenai hal tertentu, atas biaya 

Perusahaan Perasuransian dan 

disampaikan kepada Otoritas Jasa 

Keuangan; 

b. Perusahaan Asuransi, Perusahaan 

Asuransi Syariah, Perusahaan 

Reasuransi, atau Perusahaan 

Reasuransi Syariah untuk mengalihkan 

sebagian atau seluruh portofolio 

pertanggungannya kepada Perusahaan 

Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, 

Perusahaan Reasuransi, atau 

Perusahaan Reasuransi Syariah lain; 
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c. Perusahaan Perasuransian untuk 

melakukan atau tidak melakukan hal 

tertentu guna memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-un- dangan di 

bidang perasuransian; 

d. Perusahaan Perasuransian untuk 

memperbaiki atau menyem- purnakan 

sistem pengendalian intern untuk 

mengidentifikasi dan menghindari 

pemanfaatan Perusahaan Perasuransian 

untuk kejahatan keuangan; 

e. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan 

Asuransi Syariah untuk menghentikan 

pemasaran produk asuransi tertentu; dan 

f. Perusahaan Perasuransian untuk 

menggantikan seseorang dari jabatan 

atau posisi tertentu, atau menunjuk 

seseorang dengan kualifikasi tertentu 

untuk menempati jabatan atau posisi 

tertentu, dalam hal orang tersebut tidak 

kompeten, tidak memenuhi kualifikasi 

tertentu, tidak berpengalaman, atau 

melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan peraturan perundang- undangan 

di bidang perasuransian; 

 

13. Mengenakan sanksi kepada Perusahaan 

Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan 

komisaris, atau yang setara dengan pemegang 

saham, direksi, dan dewan komisaris pada 

badan hukum berbentuk koperasi atau usaha 

bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, 

aktuaris perusahaan, dan/ atau auditor internal; 

dan 


